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•Masalah yang sampai saat ini menjadi
pertanyaan adalah sejauh mana peran usul
al^qbdalampengembanganhukumlslam?.
Pertanyaan sepertl ini masih layak lintuk
dikemukakan, mengingat bahwa hukuin
Islam beberapa tahun terakhir ini masih'
bahyak diperbincangkan. Apalagi jika fiqh
(baca: hukum Isl^) dikaitkan dengan
rekayasa sosial. Ini beraiti fiqh dituntut
dinamis dan kontekstual dan selalu

mempunyai kelenturan akomodatif
terhadap segala persoalan thematis yang
padaumumnya tidak dapat dilepaskan dari
berbagai aspekkehidupan yangberdimensi
lu^.

P'emahaman terhadap fiqh yang
demikian akw memperkuat relevansinya
ditengah-tengah arus globalisasi yang*akan
tenis beikembang'bers^aan dengan kian
mekamya persoalan yang dihadapi umat

Islam sebagai akibat dari perubahan yang
dibawa oleh ilmu pengetahuan dan
teknologi. Perubahan ini, sesungguhnya,
mempengamhi sistem nilai dan prilaku
masyarakat dan pada gilirannya akan
menuhtut sistern nilai tertentu. Untuk

menentukan sistem nilai terhadap prilaku
masyarakat maupun terhadap
kebijaksanaan rekayasa sosial dalam sistem
berpiklr hukum Islam, bukan semata-mata
dari hash an'alisis spekulatif, melainkan
dicapai dengan menggunakan metodologi
yang siingguh-sungguh kompleks yang
disebut ijtihad. Metode-metode ijtihad ini
dibahas^peniihnyadalam karya-karyausul
al fiqh. Metode-metode ini secara garis
besar "akan dikaji dalam uraian berikut,
tetapi karena kehidupan hukum d^am Is
lam telah dimulai sejak pase yang amat
dini, rnaka perlu disinggung sejarah
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pemikiranhukum yang kita harapk^ dapat
.membantu dalam mencari kunci

rekonstmksi ijtihad yaiig menjadi pokok-
bahasan makalah ini. -

Rujukan S^arah
Dalam peijalanan sejarahnya yang

awal, hukum Islam merupakan suatu
kekuatan yang dinamis daii kreatif. Hal ini
dapat dilihat dari instruksi Rasul saw.
kepada para .sahabat^^ dalam inenghadapi
realltas sosiologis umat pada waktu itu.
Tetapi di dalam melakukan ijtihad, para
sahabat tidak mengalami problem
metodologis apapun, karena apabila
mendapatkan kesulitan dalam
menyimpulkan hukum, mereka dapat
langsung menanyakannya kepada Nabi.
Perlu dicatat, peran ijtihad pada masa ini
sangat terbatas tenitama pada masalah^
masalah keperdataan,{^nyebabiiya karena
Islam pada periode ini maslh dianut dleh
masyarakat yang beibedadalamlingkungan
jazirah Arab dimana tradisi, corak
kehidupan sosial ddn tingkat ekonominya.
tidak jauh berbeda sehingga masalah-
masalah yang muncul yang 'menuntut
penyelesaianyuridisbaikkuali tatifmaupun
kuantitatif hampir sama. Terkadang
masal^-masalah inimeiijadilatarbelakang
turunnya ayat-ayat Al-Qur'an maupun
wurudnya Hadits, dalam keadaan seperti
ini ijtihad tidak diperlukan.

' Keadaan demikiantiba-tibaberubah

setelah Rasul wafat Parasahabat tidak ^ja
dihadapkan pada masalah-masalah bani,
tetapi jugakrusialterutamapolemiktentang
siapa yang pantas mengganti Nabi untuk
memimpinumat dan kasiis-kasus lain yang
belum mendapatkan legalitas syara'. Satu-
satunya pilihan bagi para sahabat adalah
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melakukan ijtihad dengan berpedoman
kepada sumber materiil hukum (Qur'an
Hadits) dan tindakan-tindakan normatif
Nabiyangpemah mereka saksikan.Ragam
kasus yang muncul pada' periode
kepemimpinan Khalifah mulai
berkembang. Selain hukum tentang
keluarga, hukum transaksi ^erdagangan)
juga hukum yang berkaitan dengan
kepentingan umum seperti hak-hak dasar
manus.ia, hak untuk mendapatkan
kemerdekaan, dan hukum-hukum yang
berkait^ dengan kehidupan berhegara.

Contoh kasus seperti .ini pemah
diajukan kepada Umar ibn Khattab, lalu
Umar menjawab "Sejak kapan kamu
perbudak manusia, padahal mereka lahir
dalam keadaan merdeka." (Dualibi, 1965 :
81). ^ .

Tindakan-tindakan dan
kebijaksanaan yang ditempuh Umar yang
kreatifd^inovatif, seperti tidakmelakukan
hukumpotongtanganterhadappencuripada
waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan
Nabi ,saw. dalam inenghadapi per^alan
tanah di daerah yang bam ditaklukkan dan
lain sebagainya (Amiur Numddin 1991 :

l).SewaktuRasulmengutusMu'adzinenjabat
gubemurdiYamanbeliaubeitanya:Bagaimaoacarakamu
memutuskanpeikaia?MenunilKjtabAllah,jawabMu'adz.
KalautidakkamudapalkandalamKitab Allah, tanyaRas111
selanjulnya. AkahsayadasaikanpadasunnahRasulAllah.
Kalau tidak juga kamu dapalkan ?Saya akan tt»iihaVnfi
untuk memutuskannya berdasaikan pendapatku sendiri
(ajlahidu biraVi) Rasulpun menyahut "Segala puji bag!
Allah yangtelahmemberikan sesuatu kepada utusan Allah
yang snual dengan yang diinginkan oleh Rasul Allah".
Selain itu, Rasul juga pemah meminta Amr bin A1 Ash
untuk mendengar danmemutuskan suatu kasus. Atas dasar
apa. tanya Amr, Rasul menjawab : "Jlka kamu dapat
mencapal kebenaran, kamu-akaii mendapatkan p-thala
beigandadari Allah. Kalaupun tidak k^u tetapmenerima
satu pahaL'(Lihat Kltab Al-Aqdhiyah dalam sunan Abu
Daud)
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147-154), adalah untuk menunjukkan
bahwabetapa suatuhukum dapatberubah
secaraformal menghadapi tuntutanrealltas
kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan
jiwayangmendasarinya tetapbertahan dan
tidak berubah.

Dilihat dari cofak hukum y^g
mereka ambil, metode penalaran yang
digunakan dapat dibedakan menjadi tiga
(Dualibi, hal.91), pertama, melakukan
kajian dan interpretasi terhadap teks-teks

, syaii'ah (al bayan watafsirli nusus al Kitab
wa sunnah), kedua, melakukan ahalogi
dengan berpedoman padakesempaan yang
terdapat di dalam subyek asli ,dah subyek
analogi, dan yang ketiga, melakukan
penalaran individual (ar ra'yu) dengan,
menekankankontekstualistikataujiwayang
mendasari hukum itu sendiri.

Penalaran individual ini dilakukan

karena tidakmungkinmelakukanpenalaran
secara kdlektif melalui musyawarah
mengingat luasnya daerah dan banyaknya
kasus-kasus . yang membutuhkan
penyelesaian yuridis.

Setelah periode tersebut, muncullah
sejumlah mazhab hukum yang memiliki

' corak sendiri-sendiri,. sesuai dengan latar
belakang sosio kulturdan poli'tik di mana
mazhab hukum itu tumbuh ,dan
berkeiiibang." , -

- Perkembangan hukum Islam yang
dinamis dan kreatif pada masa awal
kemudian menjelma keadaan bentuk-
bentuk mazhab atas inisiatif beberapa ahli
hukum terkenal,' dan dengan terjadinya
kristalisasi mazhab-mazhab tersebut, hak
untuk berijtihad mulai dibatasi, dari pada

.gilirannya dinyatakan tertutup. Bahkan
untuk mendukung keharusan ijtihad
kualifikasi ijtihadditempasedemikianrupa,

telah mengakibatkan ijtihad berada diluar
jangkauan manusia dan hampir tidak
mungkin direalisasikan dalam diri
seseorang. (Iqbal, 1981 :149).

Tindakan tersebutdldukung derigan
upaya registrasi dan kodifikasi hukum dan
sampai pada terbentuknya pola-pola dan
metode-metode penalaran hukum yang
dikembangkan dandikajisecarasistematis-

. danpadaakhimyamembentukdjsiplinilmu
yang disebut usul fiqh. Ilmu yang
mericerminkan metodologi berpikir ilmiah
yang orisinal bagiumatIslam ini idealnya
ditujukan untuk mengkaji secara kritis
metode-metode istimbat (penyimpulan)
hukum Islam, ternyata dalam
perkembangan selanj'utnya lebih
merupakan cara mensJstematisasi corpus
yuris yang telah dihasilkan sebelumnya
sebagai akibat pemenuhan kebutuhan-
kebutuhanhukumumat pada waktu itu. Di
bagianbaratdunla Islam termasuk Spanyol

•studiusulfiqhbarudimulai padamasaibn
Hazra. Sebelum itu aliran hukum Maliki
yang menguasai wilayah tersebut berada
dalam situasi analogdengankeadaanbagian
barat dunia Islam sebelum periode Syafi'i
pemecahan hukum yang bersifat ad-hoc
dengan tipical respons yang terlepas dari
elaborasi teoritis. Jadi fungsi'usul fiqh

;sesungguhnya, membeii koherensi logis
terhadap berbagai detail yang berserak-
serakan kemudian memberikan cara
memasukan detail baru ke dalam sistem

koheren tersebut sehingga cap syara' dapat
diletakkan padanya. (Zarkasyi, 1992 :61).

• Dalam perkembangan selarijutnya
pai-a pemeihati ilmu ini lebih menekankan
kajian usul dari aspek linguistik yang
digunakan oleh teks-teks Syari'ahsehingga
teijebak pada kaedah-kaedah kebahasaan

29



UNISIA, NO:24 TAHUN XIV TRIWULAN 4 -1994

Arab yang sama sekali tidak relevan dengan
legal linguistik yang menjadi medium
pengembahgan hukum Islam (Dasuqitth:
37). Sementara pengembangan konsep-
konseppentihgsepertibadanhukumhampir
terlewatkan. Konsep usul al-fiqh tentkig
-hukum lebih menekankan aspek etis
relegius. Artinya hukum dilihat sebagai
penilaian etis relegius terhadap perbuatan
manusiadihadapanTuhan, dantidakdilihat
sebagai mekanisme kelembagaan yang
mengatur beibagai hubungan.

Karenanya kita melihatpembahasan

al mahkum 'alaih (subyek hukum) dalam
usul al-hqh ditujukan kepadav maniisia
sebagai pengeniban tanggung jawab etis
relegius di depan Tuhan dan disebut
Mukallaf.Karenaperbuatansubyekhukum
yang berupa Badan hukum kurang -
mencerminkanaspek atis relegius itu, maka
ia tidak dlbahas karena ia bukan mukallaf

dan peibuatarihya tidak dapat dinllai dari
segi pahala dan dosa. (Zarkasyi, hal.61).

Dari sisi metode formasi kaedah-

kaedah hukum, kita melihat Syafi'i sebagai
arsitefc ilmuusiilmembatasi ijtihad dengan
cara menggunakan qiyas. Menumtnya,
qiyas dan ijtihad dua istilah yang identik.
(HusenHamid Hasan, 1971:317). Menurut
doktrin ini, Syafi'i yakin bahwa hiikum-
hukum syari'ah semuanj/a dapM dicapai
melalui medium qiyas.

• Penyimpulanhukum melalui (ijtihad
bayani) legallinguistik terutama dipahami
dari pemyataan Al-Qur'an dan.Hadits.-
Kajian semantik ini terutama untuk
masalah-masalah yang dirinci dalam
sumber-sumber material dan berbagai
peristiwa-peristiwa khusus bisa
dikategorikan ke dalamnya dipandang
semata-mata bersifat linguistik^dan-sudah
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barang tentu berada di luar wilayah
penalaran qiyas (inferensial). Oleh karena
ijtihad bayani (kajian semantik) ditujukan
kepadateks-teks syari'ah untuk memahami
kandungan hukum yang dimaksud, maka
pola ini bertitik tolak dari kaedah-kaedah
kebahasaan Arab. Oleh karena itu dasar

analisis pola penalaran ini adalah lafal-
lafal yang digunakan oleh Al-Qur'an dan
Hadits yang bertitik tolak dari kaedah-
kaedah kebahasaan.

Konsep maslahah yang sejak masa
Khulafa' Rasyidun mtilai dikembangkan
ternyata dalam usul al-fiqh kurang
mendapatkan artikulasi yang jelas.
Akibatnya, studi tentang maslahah yang
merupakan salah satu konsep dasar dalam
hukuin Islam selan bersifat sporadis juga
tidak mendapatkanstandarbakuyangjelas.
Padahal standarini dalam era industri amat

pentingdi tengahperkembanganekonomi
dan aspek lain yang di dalam
penyelenggaraaimya selalu menggunakan
pendekatan kebutuhan. Dengan

, menggunakan suatu prespektif lebih
analistis, orang mungkin akan bertanya,
apakah penyimpulan hukum (istimbat)
menggunakan pendekatan maslahah akan
dim^faatkan oleh otoritas administratif

untuk melakukan suatu rekayasa sosial
dengan memperkenalkan kebijaksanaan
yang dinyatakan rnendapatdukungan dari
syari'ah. Kemungkinan-kemungkinan
inilah yang' harus diantisipasi,
mengaktualisasikan hukum Isl^ dengan
menggunakan pendekatan maslahah
mempunyai konsekuensi bahwa fiqh haruS
meihbuka diri dengan intervensi disiplin
ilmu lain. Taher Al Ulwani mencoba

mengemukakan ide ini, menurutnya,
kesulitan yang paling mendasar untuk
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mmetapkan hukum mel^ui [>endelcatan
maslahah adalah dalam menentukaii mana

yang maslahah dan mana yang mafsadat
Karena itu diperlukan ^nyelidikan yang
menyelunihdankeija sama antardisiplmer,
seorang faqih (jurist) tidak mungkin
memahami satu masalah dari semua

aspeknya, mereka cukup memberikan
penilaianm yuridis teihadap siiatu masalah
setelah ' mendapatkan keteraiigan
komprehensif dari orang-orang yang
memiliki spesifikasi untuk itu. (Ulwani,
1408:82).

Kund Rekonstruksi ^tihad ^
Sebagaimana uraian di atas,

muiiculnya konsep ijtihad adalah karena
adanya persentuhan, antara ajaran Islam
disatu pihak dengan tuntutan realitas
kdiidupanumatmanusia dilain pihak. Oleh
karena itu hukum Islam yang kiu warisi
sampai akhir abad ini adalah mehipakan
hasil kontruksi para faqih (yuris muslim)
sdamatiga abad pertama setelah kelahiran
Isl^, sekalipun berasal dari sumber-
sumber llahiyah fundamental Islam - A1
Qui'an dan Sunnah, hukum Islam tersebut
tidak bercorak ilahiyah karena ia adalah
hasil tafsiranmanusiateihadapsumberitii.
Lagi pulaproses kontruksi melalui tafsiran
manusia ini menjadi dalamkontekshistoris
yang spesiiik yang sama sekali berbeda-
dengan masakita.(Na'im, 1990:185-186).

Berpijak pada pandangan Na'im di
atas dan dalaih upaya menjawab tuntutan
dan permasalahan yang dihadapi
masyarakat era industrialisasi, maka peilu'
merumuskan kembali metodologi ijtihad
untuk mem^ioleh te^ritisi hukum Islam
dan Al-Qur'an dan Sunnah. Kumpulan
teoritisasiyangmerupakanhasilkristalisasi

dari pemahaman utuh atas Al-qur'an dan
Sunnahhamsditerapkankepadatehidupab
kaum muslimin dewasa ini dengan
mempertimban^an situasi lokal dimana
kaum muslimin itu berada dan dimana

prihsip-prinsiptersebutakandiaplikasikan.
Olehkarena itu, situasi kohtemporer

yang h^s dikaji untuk diambil darinya
tentang prinsip-prinsip penerapan hukum
terhadap situasi tersebut. Penelitian
sosiologis teihadapsituasikontempoierini,
akan memberi ihdikasi yang tepat tentang
bagaimana teoretisasi yang diperoleh dari
Al-Qiir'w dan Sunnah 'dikembangkan
dalam legislasi kontemporer. (Rahman,
1977 : 221).

Memodifikasi hukum l^a selaras
dengan situasi kekinian bukan berarti
mengeksploitasi teoretisasidari Al-Qur'an
maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal
yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga
selaras dengan teoretisasi Al-Qufan dan
•Sunnah. Oleh sebab itu, situasi dewasa ini
perlu dikaji secara cermat dengan
mempertimbangkan berbagai tinsumya
seperti ekonomi, sosial pblitik, sosio-
kultural dan sebagainya. (Rahqian, 1980 :
129), dengan demikian ijtihad yang
dimaksud adalah ijtihad secara
interdisipliner.

• Dalam hubungan ini untuk kajian
hukum Islam masadepan, kitahams berani
melakukan proses dekonstniksi
^mbongkaran)^secarabeitanggungjawab

2). Mengenai dekonstniksi metode ijtihad
terdapat diia pandangan yang berbeda, pertama,
dekonstniksi metode ijtihad tidak dapal dilakukan karena
dianggap mapan dan niscaya. Kedua, dekonstniksi dalam
'langka lekonstniksi tNsa saja dilakukan. Para t^retisasi
Hukum Islam dahulu bcibeda pendapat tentang sebagiw
metode ijtihad, jika mereka boleh beibeda pendapat, maka
kenapa'kita tidak btdeh melakukan lekontniksi ini.
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teiiiadap seluruh bangunan pemikiran
hukumIslamklastk,dengantetapmengacu
kepadasumberutamalslam: Al-Qur'andan
Sunnah, tetapi denganiiiempertimt^gkan
secara kritis situasi peradaban manusia di
akhir abad ke 20 ini.

Setelah proses dekonstniksi
dilakukan dengan cara yang sangat.hati-
hati, maka.dimulai dengan hati^hati piila
proses rekonstruksi (pembahgunan
kembali) teoretisasi ijtihad dalam rangka
menentukan hukum Islam yang tepat guna,
aktual dan proporsionalbagi kepentingan
masyarakatera industrialiasi ini.
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